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NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan kekayaan negara merupakan tugas
yang harus dilaksanakan secara cermat, teliti, dan
menggunakan sistem administrasi yang profesional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta didukung oleh tenaga pengelola yang
profesional;

b. bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara baik secara

langsung maupun tidak langsung berpotensi terjadinya

kelalaian dan/atau perbuatan melawan hukum yang

mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga

wajib diupayakan penyelesaiannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;
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Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

Barang Milik Negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat

perbuatan melawan hukum dan/ atau kelalaian baik sengaja maupun

tidak sengaja.

2. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disingkat TPKN,

adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral untuk menangani Penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi

di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
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3. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah

pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk mengelola

dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

4. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas

nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan

uang atau surat berharga atau Barang Milik Negara.

5. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang

telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau

diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

6. Pejabat Lainnya adalah Pejabat bukan Pegawai Negeri yang

ditugaskan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral.

7. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya

disingkat SKTJM, adalah surat pernyataan kesanggupan dan/atau

pengakuan dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau

Pejabat Lain yang mengakibatkan Kerugian Negara menjadi tanggung-

jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara.

8. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP, adalah

suatu tata cara perhitungan (rekening proses) terhadap Bendahara,

jika dalam kepengurusan terjadi kekurangan perbendaharaan.

9. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu

proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan

Bendahara dan pejabat lain, dengan tujuan menuntut penggantian

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan/atau

kelalaian sehingga baik secara langsung atau tidak langsung Negara

dirugikan.

10. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

11. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah

lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Keputusan Pembebanan Sementara, yang selanjutnya disingkat KPS,

adalah Keputusan Menteri. Energi dan Sumber Daya Mineral tentang

pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara yang
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mengakibatkan Kerugian Negara serta adanya penolakan penyelesaian

melalui penerbitan SKTJM.

13. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat KPBW

adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPK tentang pemberian

kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau

pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara.

14. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang ditetapkan oleh BPK

tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap

Bendahara.

15. Pimpinan Tinggi Madya adalah unsur organisasi di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya

disingkat KESDM, adalah kementerian yang membidangi energi dan

sumber daya mineral.

17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II
SUMBER INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 2
(1) Kerugian Negara dapat diketahui dari berbagai sumber informasi,

antara lain:

a. laporan hasil pemeriksaan unit pengawasan internal atau

eksternal;

b. laporan atasan langsung yang bersangkutan;

c. hasil verifikasi oleh Bendahara atas kekurangan kas;

d. pengakuan dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara,

dan/atau Pejabat Lainnya;

e. perhitungan ex-officio;

f. sumber informasi lainnya.

(2) Sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
sebagai dasar bagi KESDM dalam melakukan tindak lanjut ganti
Kerugian Negara.

Pasal 3
(1) Timbulnya Kerugian Negara dapat disebabkan karena perbuatan

melawan hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh:
a. Bendahara;
b. Pegawai Negeri bukan Bendahara; dan
c. Pejabat Lainnya.
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(2) Perbuatan yang melawan hukum dan/atau kelalaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyebabkan timbulnya Kerugian Negara
antara lain meliputi:
a. melalaikan kewajiban;
b. mencuri;
c. menggelapkan;
d. menghilangkan;
e. merusak BMN.

(3) Melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan kelalaian yang mengabaikan sesuatu yang seharusnya
dilakukan dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian
sehingga menyebabkan Kerugian Negara.

(4) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat

Lainnya yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sengaja atau tidak sengaja

mengakibatkan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan KESDM

wajib mengganti Kerugian Negara tersebut.

Pasal 4
Dalam hal melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai Negeri
bukan Bendahara yang sedang melaksanakan tugas belajar dan
mengalami kegagalan tugas belajar mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar
Pendidikan Pascasarjana Program Magister/ Master (S2) dan Doktor (S3)
Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan KESDM.

BAB III
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5
(1) Untuk melakukan proses penyelesaian terhadap setiap Kerugian

Negara yang terjadi di lingkungan KESDM, Menteri membentuk TPKN.

(2) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

terdiri atas:

a. Menteri sebagai penanggungjawab;
b. Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
c. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua;
d. Kepala Biro Keuangan sebagai sekretaris;
e. Wakil dari Unit Tinggi Madya sebagai anggota;
f. Sekretariat.

(3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a. meneliti laporan kasus Kerugian Negara yang terjadi;
b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung telah

melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian baik
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